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ABSTRAK 

 

 Kehadiran lembaga keuangan koperasi syariah  membawa pembaharuan 

yang luar biasa. Pendirian  koperasi syariah tersebut adalah atas dasar keresahan 

penduduk kalangan ekonomi lemah untuk memajukan usahanya, karena 

keterbatasan modal yang dimiliki. Sehingga diharapkan dengan kemunculan 

koperasi syariah bisa menjawab dari permasalahan masyarakat tersebut. Disini 

Produk –produk yang dimiliki KJKS BINAMA adalah produk simpanan dan 

produk pembiayaan. Dengan berkembangnya usaha tersebut KJKS BINAMA 

lebih fokus pada pembiayaan mikro. Karena calon anggota pembiayaan disitu 

rata-rata adalah masyarakat ekonomi kebawah dan sebagian menengah keatas. 

Sesuai dengan sifat dan fungsi koperasi syariah maka dana yang bersumber dari 

anggota haruslah disalurkan kepada anggota maupun calon anggota. Dalam 

kaitannya dengan fungsi koperasi syariah penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian mengenai penerapan analisis 5C+1S pada proses pembiayaan 

murabahah. Karena analisis pembiayaan merupakan tahapan yang sangat penting 

didalam proses pembiayaan, guna mengetahui layak atau tidaknya calon anggota 

yang dibiayai. Tanpa adanya analisis pembiayaan maka pembiayaan yang 

diberikan akan terjadi suatu masalah di kemudian hari atau macet. 

 Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan kejelasan tentang bagaimana 

alur analisa pembiayaan serta penerapan analisis 5C+1S di KJKS BINAMA, 

penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Analisa kualitatif ini 

dilakukan secara deduktif. Sedangkan analisa kualitatif dipakai untuk 

mengetahui alur analisa pembiayaan dan penerapan analisis 5C+1S pada proses 

pelaksanaan pembiayaan murabahah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

analisis 5C+1S benar-benar telah diterapkan dengan baik sesuai dengan prinsip 

syariah. 

Kata Kunci: Koperasi Syariah, Analisa Pembiayaan, Penerapan Analisis 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Koperasi sebagai sebuah lembaga ekonomi rakyat yang telah lama di kenal 

di Indonesia, bahkan Muhammad Hatta, salah seorang Proklamator Republik 

Indonesia yang di kenal sebagai bapak koperasi, mengatakan bahwa Koperasi 

adalah Badan Usaha Bersama yang bergerak dalam bidang perekonomian, 

beranggotakan mereka yang umumnya berekonomi lemah yang bergabung 

secara sukarela dan atas dasar persamaan hak dan kewajiban melakukan 

suatu usaha yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan para 

anggotanya. 

Menurut UU No. 25 tahun 1992 tentang perkoperasian, dalam Bab I, Pasal 

1, ayat 1 dinyatakan bahwa koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan 

orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya 

berdasarkan prinsip koperasi sekaligus gerakan ekonomi rakyat yang 

berdasar atas kekeluargaan.
1
 

Menurut Keputusan Nomor 90/Kep.M.KuKm/IX/2004, pengertian 

Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) adalah Koperasi yang kegiatan 

usahanya bergerak dibidang pembiayaan, investasi dan simpanan sesuai pola 

bagi hasil (syariah).
2
 

                                                           
1
Fitri Nur Hartati dan Ika Saniyati Rahmaniyah, KoperasiSyariah, Surakarta: PT Era Intermedia, 

2008, h. 12 

2
Ibid h. 58 



Tujuan pendirian koperasi menurut UU Perkoperasian adalah memajukan 

kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta 

ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan 

masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan pancasila Undang-

undang 1945.
3
 

Secara umum prinsip operasional koperasi adalah membantu kesejahteraan 

para anggota dalam bentuk gotong-royong (ta’awun alal birri) dan bersifat 

kolektif (berjamaah) dalam membangun kemandirian hidup. Melalui hal 

inilah, perlu adanya proses internalisasi terhadap pola pemikiran dan tata cara 

pengelolaan, produk-produk, dan hukum yang diberlakukan harus sesuai 

dengan syariah. Dengan kata lain Koperasi Syariah merupakan sebuah 

konversi dari koperasi konvensional melalui pendekatan yang sesuai dengan 

syariat islam dan peneladanan ekonomi yang di lakukan Rasulullah dan para 

sahabatnya. 

     Konsep utama operasional Koperasi Syariah adalah menggunakan akad 

SyirkahMufawadhoh yakni sebuah usaha yang didirikan secara bersama-sama 

oleh dua orang atau lebih, masing-masing memberikan kontribusi dana dalam 

porsi yang sama besar dan berpartisipasi dalam bobot yang sama pula. Azas 

usaha Koperasi Syariah berdasarkan konsep gotong-royong dan tidak 

dimonopoli oleh salah satu pemilik modal. Begitu pula dalam hal keuntungan 

                                                           
3
Ibid 



yang diperoleh maupun kerugian yang diderita harus dibagi secara sama dan 

proporsional.  

 Penekanan manajemen usaha dilakukan secara musyawarah (syuro) 

sesama anggota dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT) dengan melibatkan 

seluruh potensi anggota yang dimilikinya. Kemudian yang menjadi landasan 

dasar Koperasi Syariah sebagaimana lembaga ekonomi islam lainnya yakni 

mengacu pada sistem ekonomi islam itu sendiri seperti tersirat melalui 

fenomena alam semesta dan juga tersurat dalam Al Qur’an serta Al Hadits.
4
 

Seperti yang dijelaskan dalam QS. Al-Maidah: 2 yang bunyinya:  

 نَّاللهََاِؕاللهواتَّقُاوَ  انِوَدْعُالْوَ ثْمِالِا لَاعَوْنُاوَعَاتَلَى وَلتَّقْۈاوَ لْبِِِرِّا لَاعَوْنُاوَعَتَوَ

٢: ابِقّعِالْدُيْدِشَ  

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, 

dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.” 

 

 KJKS BINAMA (Koperasi Jasa Keuangan Syariah BINA NIAGA 

UTAMA) adalah lembaga keuangan berbadan hukum Koperasi yang 

bergerak di bidang jasa keuangan syariah, yaitu melayani anggota dan calon 

anggota akan kebutuhan produk pendanaan dan pembiayaan syariah dengan 

mengacu pada proses pembangunan ekonomi kerakyatan.
5
 

                                                           
4
 Nur S. Buchori, KoperasiSyariahTeoridanPraktik, Banten: Pustaka Aufa Media, 2010,  h. 7-8  

5
 Company Profil KJKS BINAMA   



 Dari segi kegiatan usaha, KJKS BINAMA Cabang Ungaran pada dasarnya 

sama dengan kegiatan usaha koperasi konvensional. Karena itu, dari segi 

kelembagaan dan kegiatan usaha, antara koperasi konvensional dan koperasi 

syariah tidak banyak bedanya, yang membedakan antara koperasi 

konvensional dan koperasi syariah adalah cara dan proses melakukan 

usahanya berdasarkan prinsip hukum secara konvensional yang 

pendapatannya berdasarkan sistem bunga (interest), sedangkan koperasi 

syariah melakukan kegiatan usahanya berdasarkan sistem bagi hasil.  

 Dalam kegiatan operasionalnya KJKS BINAMA cabang Ungaran tidak 

jauh berbeda dengan Lembaga Keuangan lain, produk yang dikelola di KJKS 

ini meliputi produk penghimpunan dana dan produk pembiayaan. Dari kedua 

produk tersebut, produk yang paling diminati masyarakat adalah Produk 

pembiayaan dengan akad murabahah. Mengapa? Karena jenis produknya 

yang bervariatif dan marginnya yang murah jika di bandingkan dengan 

lembaga keuangan lain. Pembiayaan Murabahah adalah pembiayaan dengan 

akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan 

(margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli.
6
 Karakteristik murabahah 

adalah si penjual harus memberi tahu pembeli tentang harga pembelian 

barang dan menyatakan jumlah keuntungan yang ditambahkan pada biaya 

tersebut. Yang membedakan KJKS BINAMA Cabang Ungaran ini dengan 

KJKS lain adalah dari segi akadnya. Pembiayaan murabahah yang sering kita 

                                                           
6
 Adiwarman A. Karim, Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan, Jakarta: PT Raja Grafindo 

Persada, 2010, Cet 7, h. 113.  



ketahui biasanya hanya menggunakan satu akad saja.Namun, di KJKS 

BINAMA Cabang Ungaran terdapat dua jenis akad dalam satu pembiayaan 

yaitu akad murabahah dan akad wakalah, dimana KJKS BINAMA 

memberikan pembiayaan kepada anggota dalam bentuk uang dan 

memberikan kuasa kepada anggota untuk membelikan barang kebutuhannya 

sendiri dengan penerimaan nota (catatan) yang nantinya nota tersebut 

digunakan sebagai tanda bukti bahwa uang tersebut benar-benar digunakan 

untuk membelikan barang sesuai dengan yang diucapkan pada akad.  

 Bagi dunia lembaga keuangan baik itu konvensional maupun syariah, 

pembiayaan merupakan penghasilan utama, namun merupakan sumber risiko 

operasional terbesar. Sebagian besar dana operasional koperasi diputarkan 

dengan pembiayaan. Bila kegiatan bisnis yang satu ini berhasil, akan berhasil 

pula operasi bisnis mereka. Sebaliknya bila mereka terjerat dalam banyak 

pembiayaan bermasalah dan akhirnya macet, maka mereka akan menghadapi 

kesulitan yang sangat besar. Sebagian besar sumber dana operasional 

koperasi datang dari  simpanan dana anggota. Oleh karena itu, keberhasilan 

atau kegagalan koperasi dalam mengelola pembiayaan akan berpengaruh  

terhadap nasib uang milik banyak anggota yang didepositokan atau di taruh 

dalam tabungan. Memberikan pembiayaan adalah pekerjaan yang mudah, 

kebanyakan orangpun banyak yang melakukan. Tetapi untuk menarik 

kembali pembiayaan bermasalah dan macet dari debitur dibutuhkan keahlian, 

pengalaman serta waktu dan biaya yang cukup besar. Pembiayaan 

bermasalah dan macet dalam jumlah yang besar dapat mengganggu dan 



menurunkan kepercayaan pada masyarakat, yang pada akhirnya apabila tidak 

dapat diselesaikan maka koperasi akan collapse, dan akhirnya akan bangkrut. 

Oleh karena itu, dibutuhkan analisis pembiayaan secara profesional yang 

dapat berperan sebagai saringan pertama untuk menjaga koperasi agar tidak 

terjerumus didalam pembiayaan bermasalah dan macet.  

Analisis pembiayaan adalah suatu langkah (tahapan) pemberian 

pembiayaan untuk mengetahui kelayakan permohonan pembiayaan, 

kemampuan, kelancaran dan kesanggupan yang bersangkutan untuk melunasi 

kewajibannya, serta risiko yang terkait dan yang mungkin timbul sehubungan 

dengan pemberian pembiayaan tersebut. Analisis pembiayaan tidak hanya 

dianggap sebagai syarat prosedural, tetapi merupakan syarat mutlak untuk 

analisis laporan keuangan anggota. Di dalam analisis pembiayaan, bank 

dapat lebih menekankan arti pembiayaan yang tidak hanya sekedar sebagai 

masalah jaminan penggunaan indra ke enam (instink), keahlian meramal 

nasib ataupun keahlian menganalisis raut wajah seseorang. Di dalam analisis 

pembiayaan, hal yang penting untuk dikemukakan adalah kepercayaan 

kreditur untuk menilai potensi debitur dalam membayar kembali semua 

kewajiban dan hutang hutangnya. Karena sifatnya yang tidak pasti, maka 

analisis pembiayaan tersebut merupakan suatu seni (art) dalam pengambilan 

keputusan pembiayaan. Jadi, didalam analisis pembiayaan, faktor 

kepercayaan, waktu, dan risiko melekat erat antara satu dengan lainnya tidak 

dipisahkan.
7
 Dalam proses analisis pembiayaan di KJKS BINAMA Cabang 

                                                           
7
 Ruddy Tri Santoso, Kredit UsahaPerbankan, Yogyakarta: ANDI, 1996, Cet 1, h.32 



Ungaran menggunakan prinsip analisis 5C+1S sebagai acuan dalam 

melempar pembiayaan guna menghindari risiko-risiko yang terjadi. 

 Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis tertarik untuk 

mengadakan penelitian dengan judul “PENERAPAN ANALISIS 5C+1S 

PADA PROSES PELAKSANAAN PEMBIAYAAN MURABAHAH DI 

KJKS BINAMA CABANG UNGARAN”. 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, diharapkan pembahasan 

selanjutnya dapat dituangkan secara rinci mengenai hal-hal yang berkaitan 

dengan Penerapan analisis 5C+1S pada pelaksanaan pembiayaan murabahah 

di KJKS BINAMA Cabang Ungaran, maka dapat dirumuskan permasalahan 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana mekanisme analisa pembiayaan di KJKS BINAMA Cabang 

Ungaran?  

2. Bagaimana penerapan analisis 5C+1S pada proses pelaksanaan 

Pembiayaan Murabahah di KJKS BINAMA Cabang Ungaran? 

C. Tujuan dan Manfaat Hasil Penelitian 

1. Tujuan penelitian 

Adapun tujuan dari hasil penelitian ini antara lain: 

a. Untuk mengetahui mekanisme analisa pembiayaan di KJKS BINAMA 

Cabang Ungaran 



b. Untuk mengetahui bagaimana analisis 5C+1S diterapkan pada 

pelaksanaan pembiayaan Murabahah di KJKS BINAMA Cabang 

Ungaran 

2. Manfaat penelitian 

Adapun manfaat penelitian yang bisa diambil antara lain: 

a. Manfaat praktis 

1) Bagi penulis atau peneliti 

Penelitian ini dapat dijadikan aplikasi langsung di masyarakat atas 

pengetahuan secara teori yang didapat selama dibangku kuliah 

2) Bagi lembaga pendidikan  

Sebagai suatu hasil karya yang dijadikan sebagai bahan wacana dan 

pustaka bagi mahasiswa atau pihak lain yang mempunyai 

ketertarikan meneliti dibidang yang sama 

b. Manfaat teoritis 

1) Sebagai bahan pembanding secara teori dan praktek kenyataan 

yang terjadi di lapangan  

2) Sebaagai cara untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, baik 

berupa temuan baru, pengembangan ilmu atau teori yang telah 

usang.  

3) Sebagai bahan informasi untuk penelitian lebih lanjut 

 

 



D. Tinjauan Pustaka 

  

No. Nama Judul Penelitian Metode 

Penelitian 

Hasil 

1. Indra Budi 

Utama 

(2012) 

Implementasi 5C 

dalam Pembiayaan 

Murabahah di 

BMT Tumang 

Cabang Ampel  

Kualitatif  Menunjukkan 

hasil bahwa 

analisis 

pembiayaan 

murabahah belum 

semuanya 

diterapkan dalam 

menganalisa 

pembiayaan 

murabahah. 

Masalah-masalah 

yang terdapat 

dalam 

pembiayaan 

murabahah adalah 

kekurang telitian 

menganalisa 

pembiayaan 

murabahah dari 

marketing 

lending, adanya 

pergantian  

pengelola setiap 

tahun yang 

menyebabkan 

penanganan kredit 

macet tidak 

terselesaikan, 

kurang 

pemahaman 

pengelola 

khususnya bagian 

marketing lending 

untuk 

menganalisa 

pembiayaan.  

 

. 



Dari pemaparan Tinjauan Pustaka diatas maka dapat disimpulkan 

perbedaannya sebagai berikut: 

 PenelitianTugas Akhir Indra Budi Utama menunjukkan perbedaan 

pada hasil penelitiannya yaitu analisis pembiayaan belum sepenuhnya 

diterapkan  sesuai kebijakan yang ada. Masih banyak permasalahan-

permasalahan yang perlu ditangani. 

E. Metodologi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

 Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan dengan 

pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian 

yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari 

orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. 

 Penelitian ini juga termasuk jenis penelitian lapangan (field 

reserch) yakni dengan jalan membaca, menelaah buku-buku dan artikel 

yang berkaitan dengan penerapan analisis 5C+1S dalam proses 

pelaksanaan pembiayaan murabahah. Disamping menelaah dari buku-buku 

yang berkaitan dengan hal tersebut, peneliti juga melakukan wawancara 

dengan pihak KJKS BINAMA Cabang Ungaran. 

2. Sumber Data 

Sumber Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

a. Data Primer 

Data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan 

menggunakan alat pengukur atau alat pengambil data langsung pada 



subjek sebagai sumber informasi yang dicari. Dalam hal ini penulis 

memperoleh data secara langsung mengenai gambaran umum tentang 

KJKS Binama Cabang Ungaran dan penjelasan mengenai Penerapan 

analisis 5C+1S pada proses pelaksanaan pembiayaan murabahah. 

b. Data Sekunder 

Data yang diperoleh dari literatur, jurnal atau data-data yang 

berhubungan dengan penelitian. Dalam hal ini penulis mengambil 

dari literatur-literatur berupa jurnal, internet, dan buku-buku yang 

berkaitan dengan penelitian ini. 

3. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di KJKS Binama Cabang Ungaran Ruko 

Mutiara Ungaran Square Kav. 16 Jl. Raya Gatot Subroto 133 

Kabupaten Semarang. KJKS Binama Cabang Ungaran merupakan 

salah satu kantor cabang dari Kantor Pusat yang terletak di Jl. 

Tlogosari Raya 1 Semarang. Selain Cabang Ungaran, KJKS Binama 

Semarang juga memiliki cabang yang tersebar di area Jawa Tengah 

seperti daerah Semarang Ngaliyan, Kaliwungu, Weleri, Batang, dan 

Magelang. Letak kantor KJKS Binamaberada didekat Alun-alun 

Ungaran dan Pasar Ungaran 

Metode Pengumpulan Data 

a. Metode Observasi 

Metode Observasi adalah metode pengumpulan data yang 

digunakan untuk menghimpun data penelitian  melalui 



pengamataan dan pengindraan.
8
 Dalam hal ini penulis melakukan 

pengamatan terhadap data-data yang berhubungan dengan 

Penerapan analisis 5C+1S pada proses pelaksanaan pembiayaan 

murabahah di KJKS BINAMA Cabang Ungaran. 

b. Metode Dokumentasi 

Teknik dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data 

berupa data-data tertulis yang mengandung keterangan dan 

penjelasan serta tentang fenomena yang masih aktual dan sesuai 

dengan masalah penelitian. Teknik dokumentasi berproses dan 

berawal dari menghimpun dokumen, memilah-milah dokumen 

yang sesuai dengan tujuan penelitian, serta mencatat dan 

menghubungkan dengan fenomena lain. 

c. Metode Wawancara 

Wawancara yang dimaksud adalah teknik mengumpulkan 

data yang akurat untuk keperluan proses pemecahan masalah 

tertentu, yang sesuai dengan data dengan cara tanya jawab 

langsung secara lisan  kepada narasumber. Disini penulis 

melakukan proses wawancara dengan Kepala Cabang dan 

Account Officer (AO) mengenai Penerapan analisis 5C+1S pada 

proses pelaksanaan pembiayaan murabahah di KJKS BINAMA 

Cabang Ungaran  

 

                                                           
8
 M. Burhan Bungin, Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu 

Sosial lainnya, Jakarta: Kencana, 2011, Cet 5, h. 118 



d. Metode Analisa Data 

Metode Analisis Data adalah suatu cara bagaimana 

menganalisis data yang diperoleh dari hasil penelitian sehingga 

akan diketahui kebenaran atas suatu permasalahan. Data yang 

terkumpul agar mempunyai arti, maka perlu dianalisis dengan 

menggunakan analisis data yang sesuai dengan tujuan 

penelitian.
9
 Dalam penelitian ini menggunakan metode analisa 

kualitatif, dengan cara mringkas data dalam bentuk yang mudah 

ipahami dan mudah ditafsirkan serta menarik kesimpulan dari 

hasil penelitian yang sudah terkumpul berdasarkan apa yang 

dinyatakan oleh responden secara tertulis , lisan ataupun perilaku 

nyata.   

F. Sistematika Penulisan 

Untuk mengetahui dan memahami gambaran secara umum mengetahui 

isi dari Tugas Akhir ini, maka penulisan Tugas Akhir ini terdiri dari 4 (empat) 

bab, di mana masing-masing  bab dibagi menjadi beberapa sub bab. Adapun 

sistematika penulisanya sebagai berikut: 

BAB I: PENDAHULUAN 

Dalam bab ini akan membahas tentang Latar Belakang, 

PerumusanMasalah, Tujuan dan Manfaat Hasil Penelitian, 

Tinjauan Pustaka, Metodologi Penelitian dan sistimatika 

penulisan. 

                                                           
9
 Moh Kasiram, Metodologi Penelitian: Refleksi Pemahaman dan Penguasan Metodologi 

Penelitian, Malang: UIN-Malang Press, 2008, h.127 



BAB II : PEMBAHASAN UMUM TENTANG TOPIK ATAU POKOK 

BAHASAN 

Dalam bab ini menjelaskan tentang teori-teori yang menjadi dasar 

dalam pembahasan umum tentang topik atau pokok bahasan   

BAB III: GAMBARAN UMUM KJKS BINAMA CABANG UNGARAN 

Dalam bab ini berisi tinjauan umum tentang profil KJKS 

BINAMA Cabang Ungaran yang meliputi sejarah singkat, visi 

misi dan nilai-nilai dasar Sumber Daya Insani (SDI), mananjemen 

dan personalia, struktur organisasi, sistem dan produk KJKS 

BINAMA Cabang Ungaran, serta Bidang garap di KJKS 

BINAMA Cabang Ungaran. 

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Dalam bab ini menjelaskan hasil penelitian dan pembahasan 

pokok masalah, terutama yang berhubungan dengan analisis 

5C+1S pada proses pelaksanaan pembiayaan murabahah di KJKS 

BINAMA Cabang Ungaran 

BAB V: PENUTUP 

 Dalam bab ini berisi mengenai kesimpulan dari bab yang dibahas 

sebelumnya serta saran dan penutup. 



15 
 

BAB II 

PEMBAHASAN UMUM TENTANG TOPIK ATAU POKOK 

PEMBAHASAN 

 

A. Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) 

a. Pengertian KJKS 

Menurut UU No. 25 tahun 1992 tentang perkoperasian, dalam Bab 

I, Pasal 1, ayat 1 dinyatakan bahwa koperasi adalah badan usaha yang 

beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan 

melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus 

gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas kekeluargaan.
10

 

Menurut Keputusan Nomor 90/Kep.M.KuKm/IX/2004, pengertian 

Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) adalah Koperasi yang 

kegiatan usahanya bergerak dibidang pembiayaan, investasi dan 

simpanan sesuai pola bagi hasil (syariah).
11

 

Tujuan pendirian koperasi menurut UU Perkoperasian adalah 

memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat 

pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional 

                                                           
10

Fitri Nur Hartati dan Ika Saniyati Rahmaniyah, KoperasiSyariah, Surakarta: PT Era Intermedia, 

2008, h. 12 

11
Ibid h. 58 
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dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur 

berlandaskan pancasila Undang-undang 1945.
12

 

b. Fungsi KJKS 

Dalam manajemen koperasi syariah, koperasi syariah memiliki fungsi 

utama. Yaitu sebagai berikut:  

a. Penghimpunan Dana (Funding) 

Dalam penghimpunan dana (funding) diupayakan untuk 

direncanakan dengan matang supaya menarik minat masyarakat 

untuk bergabung dengan koperasi. Prinsip utama dari penghimpunan 

dana koperasi syariah adalah kepercayaan, yang artinya bila banyak 

masyarakat yang percaya dengan koperasi tersebut maka akan 

banyak masyarakat yang menaruh dananya pada koperasi KJKS 

yang terpercaya tersebut. Karena koperasi syariah atau KJKS ini 

pada prinsipnya adalah amanah, maka diharapkan para pengurus 

koperasi syariah benar-benar amanah dalam menjalankan perannya 

sebagai penyalur dari dana masyarakat. Biasanya untuk menarik 

minat anggota dalam menabung, maka KJKS perlu mengemas 

produknya kedalam nama yang menarik dan mudah diingat seperti 

SIRELA (Simpanan Sukarela Lancar), SISUKA (Simpanan Sukarela 

Berjangka), SiAP Haji (Simpanan Persiapan Haji), dll.
13

 

 

 

                                                           
12

Ibid 

13
Ibid, h. 16  
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b. Pembiayaan (Lending) 

Aktivitas yang tidak kalah pentingnya dalam manajemen dana KJKS 

adalah pelemparan dana atau pembiayaan yang sering juga disebut 

lending-financing. Pembiayaan sering digunakan untuk menunjukan 

aktivitas utama KJKS, karena berhubungan dengan recana 

memperoleh pendapatan. Sebagai upaya memperoleh pendapatan 

yang semaksimal mungkin, aktivitas pembiayaan BMT juga 

menganut azas syariah, yakni dapat berupa hasil keuntungan maupun 

jasa manajemen. Upaya ini harus dikendalikan sedemikian rupa 

sehingga kebutuhan likuiditas dapat terjamin dan tidak banyak dana 

yang menganggur.
14

 

B. Pembiayaan 

a. Pengertian Pembiayaan 

Dalam bahasa latin kredit disebut “creder”, artinya “percaya” 

artinya pemberi kredit percaya pada penerima kredit bahwa kredit yang 

disalurkan pasti akan kembali atau dikembalikan sesuai kesepakatan 

atau perjanjian. Sedangkan bagi penerima kredit berarti mendapat 

kepercayaan dari pemberi kredit sehingga mempunyai kewajiban untuk 

membayar atu mengembalikan pinjaman tersebut.
15

 

Berdasarkan UU No. 7 tahun 1992 tentang perbankan yang 

dimaksud Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat 

                                                           
14

Ibid, h. 26 
15

Buyung Saritadan Asrip Putera, ManajemenPerbankan, Kendari: Unhalu Press, 2011, h. 39 
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dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan 

antarabank dengan pihak lainyang mewajibkan pihak yang dibiayai 

untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu 

tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. 

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa kredit atau 

pembiayaan dapat berupa uang atau tagihan yang nilainya diukur 

dengan uang. Contoh berbentuk tagihan (kredit barang), misalnya bank 

membiayai anggota untuk pembelian rumah atau mobil. Berarti dalam 

pembiayaan ini anggota tidak memperoleh uang tetapi rumah,  karena 

bank langsung membayar ke developer dan anggota hanya membayar 

cicilan rumah tersebut setiap bulan. Kemudian adanya kesepakatan 

antara kreditur dengan debitur bahwa mereka sepakat sesuai dengan 

perjanjian yang telah dibuatnya.
16

 

Sedangkan menurut PP No. 9 tahun 1995, tentang pelaksanaan 

simpan pinjam oleh koperasi, pengertian pinjaman (pembiayaan) adalah 

penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, 

berdasarkan tujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara koperasi 

dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk untuk 

melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan disertai 

pembayaran sejumlah imbalan.
17

 

                                                           
16

 Kasmir, Dasar-dasar Perbankan, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010, h. 102 

17
Fitri Nur Hartati dan Ika Saniyati Rahmaniyah. op. cit. h. 26 
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b. Unsur-unsur Pembiayaan 

Unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian suatu fasilitas 

pembiayaan adalah sebagai berikut: 

1. Kepercayaan 

Kepercayaan merupakan suatu keyakinan bagi si pemberi kredit 

bahwa pembiayaan yang diberikan (baik berupa uang, barang atau 

jasa) benar-benar diterima kembali di masa yang akan datang sesuai 

jangka waktu pembiayaan. 

2. Kesepakatan  

Kesepakatan dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masing-

masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya masing-

masing. Kesepakatan ini kemudian dituangkan dalam akad 

pembiayaan dan ditandatangani kedua belah pihak sebelum 

pembiayaan di kucurkan 

3. Jangka Waktu 

Jangka waktu merupakan batas waktu pengembalian angsuran 

pembiayaan yang sudah disepakati kedua belah pihak. Untuk kondisi 

tertentu jangka waktu ini dapat di perpanjang sesuai kebutuhan. 

4. Resiko  

Semakin panjang suatu jangka waktu pembiayaan, maka semakin 

besar resikonya, demikian pula sebaliknya. Resiko ini menjadi 

tanggungan KJKS baik resiko yang disengaja oleh anggota, maupun 
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resiko yang tidak disengaja, misalnya karena bencana alam atau 

bangkrutnya usaha anggota tanpa ada unsur kesengajaan lainnya, 

sehingga anggota tidak mampu lagi melunasi pembiayaan yang 

diperolehnya 

5. Balas Jasa 

Balas jasa adalah keuntungan atau pendapatan atas pemberian suatu 

pembiayaan. Disamping balas jasa dalam bentuk bagi hasil juga 

membebankan kepada anggota biaya administrasi pembiayaan yang 

juga merupakan keuntungan bagi koperasi. 

b. Tujuan dan Fungsi Pembiayaan 

Pemberian suatu fasilitas pembiayaan mempunyai beberapa tujuan 

yang hendak dicapai yang tentunya tergantung dari tujuan koperasi itu 

sendiri. Tujuan pemberian pembiayaan juga tidak akan lepas dari misi 

koperasi tersebut didirikan.  

Dalam praktiknya tujuan pemberian suatu pembiayaan sebagai 

berikut: 

1. Mencari Keuntungan  

Hasil keuntungan ini diperoleh dalam bentuk margin yang diterima 

oleh kreditur sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit yang 

dibebankan kepada debitur 

2. Membantu usaha debitur 

Membantu usaha debitur yang memerlukan dana, baik dana untuk 

investasi maupun dana untuk modal kerja. Dengan dana tersebut 
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maka pihak debitur akan dapat mengembangkan dan memperluas 

usahanya. 

3. Membantu pemerintah 

Membantu pemerintah dalam berbagai bidang. Bagi pemerintah 

semakin banyak kredit yang disalurkan oleh pihak kreditur maka 

semakin baik, mengingat semakin banyak kredit berarti semakin 

banyak kucuran dana dalam rangka peningkatan pembangunan 

diberbagai sektor 

Adapun fungsi pembiayaan secara luas: 

1. Untuk meningkatkan daya guna (utility) dari uang 

2. Untuk meningkatkan daya guna (utility) dari barang 

3. Untuk meningkatkan peredaran barang. 

4. Untuk meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang 

5. Untuk salah satu alat stabilitasi ekonomi  

6. Untuk meningkatkan kegairahan usaha  

7. Untuk meningkatkan pemerataan pendapatan nasional.
18

 

Menurut pemanfaatannya pembiayaannya dapat dibagi menjadi dua 

yakni pembiayaan investasi dan pembiayaan modal kerja 

1. Pembiayaan investasi  

Pembiayaan yang digunakan untuk pemenuhan barang-barang 

permodalan (capital goods) serta fasilitas-fasilitas lain yang erat 

hubungan dengan hal tersebut.  
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 Kasmir. op. cit. 103-108 
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2. Pembiayaan modal kerja  

Pembiayaan yang ditunjukan untuk pemenuhan, peningkatan 

produksi, dalam arti yang luas maupun penyediaan jasa. 

3. Pembiayaan multiguna 

Yaitu pembiayaan yang dapat digunakan untuk sewa suatu barang, 

talangan dana, maupun biaya jasa suatu pengurusan keperluan 

anggota.  

Sedangkan menurut sifatnya pembiayaan juga dibagi menjadi 2 

yakni pembiayaan produktif dan konsumtif: 

1. Pembiayaan produktif 

Pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi 

dalam arti yang sangat luas seperti pemenuhan kebutuhan modal 

untuk meningkatkan volume penjualan dan produksi, pertanian, 

perkebunan maupun jasa. 

2. Pembiayaan Konsumtif 

Pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, 

baik yang digunakan sesaat maupun dalam jangka waktu yang relatif 

panjang.
19

 

C. Murabahah 

a. Pengertian murabahah 

Dalam fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No.04/DSN-

MUI/IV/2000. Pengertian murabahah, yaitu menjual suatu barang 
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 Fitri Nurhartati dan Ika Saniyati Rahmaniah, op. cit. h. 26-27 
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dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli 

membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba. 

Murabahah berdasarkan PSAK 102 adalah menjual barang dengan 

harga jual sebesar harga perolehan ditambah keuntungan yang 

disepakati dan penjual harus mengungkapkan harga perolehan barang 

tersebut kepada pembeli.
20

 

Murabahah adalah jual beli barang pada harga asal (harga 

perolehan) dengan tambahan keuntungan (margin) yang disepakati 

oleh kedua belah pihak (penjual dan prmbeli).
21

 

Murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan 

tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam hal ini penjual harus 

memberi tahu harga produk yanng ia beli dan menentukan suatu 

tingkat keuntungan sebagai tambahannya.
22

 

Murabahah secara fiqih adalah akad jual beli atas tertentu, dimana 

penjual menyebutkan dengan jelas yang diperjualbelikan termasuk 

harga pembelian barang kepada pembeli, kemudian ia mensyaratkan 

atasnya laba atau keuntungan dalam jumlah tertentu. 
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 Osmad Muthaher, Akuntansi Perbankan Syariah, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012, h. 57 
21

Fitri Nur Hartati dan Ika Saniyati Rahmaniyah. op. cit. h. 41 

22
 Muhammad  Syafi’i Antonio, Bank Syariah dari teori ke praktik. Jakarta: Gema Insani. 2001, 

h.101 
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Definisi menurut teknis Koperasi Syariah adalah akad jual beli 

barang sebesar harga pokok barang ditambah dengan margin 

kuntungan yang disepakati.
23

 

Dari definisi murabahah atau jual beli tersebut diatas dapat 

dikemukakan bahwa inti jual beli tersebut adalah penjual 

mendapatkan manfaat keuntungan dan pembeli mendapat manfaat dari 

benda yang dibeli.
24

 

b. Landasan Syariah 

1. Al-Qur’an 

Qs. Al-baqarah (2): 275 

...   حَزَوَ انزِّبَاوَأَحَمَ انهَوُ انْبَيْعَ وَ  

 “...Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...
25

 

 

Qs. Annisa (4): 29 

ٌَ تِجَارَةً  ٌْ تَكُىْ ٍَ آيَنُىْا لَاتَؤْكُهُىْا أَيْىَانَكُىْ بَيْنَكُىْ بِانْبَاطِمِ إِلاَّ أَ يَآ أَيُّهَا انَّذِيْ

ٍْ تَزَاضٍ يِنْكُىْ  عَ

Artinya: 

“Hai orang orang yang beriman! Janganlah kalian saling 

memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan batil, kecuali 

dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela diantara 

kamu.” 
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2. Al-Hadits 

ٌَّ اننَّبِيَّ صَهَّي الُله عَهَيْوِ وَسَهَّىَ قَالَ  ٍَّ اَنْبَزَكَتُ: اَنْبَيْعُ إِنَىَ أَ : ثَلَا ثٌ فِيْهِ

ًُقَزَضَتُ, وَخَهْطُ انْبُزِّ بِانشَّعِيْزِ نِهْبَيْتِ لَا نِهْبَيْعِ )رواه ابٍ  أَجَمٍ, وَانْ

 ياجو عٍ صهيب(

Dari Suhaib ar-rumi r.a bahwa Rasulullah saw. Bersabda,”tiga 

hal di dalamnya terdapat keberkahan: jual beli secara tangguh, 

muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan 

tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual.” (HR Ibnu 

Majah).
26

 

 

c. Rukun dan Syarat Murabahah 

1) Rukun Murabahah 

a. Pihak yang berakad, meliputi penjual (ba’i) dan pembeli 

(musytari) 

b. Objek yang diakadkan: barang yang diperjualbelikan dan 

harga 

c. Sighat: serah (ijab) dan terima (qabul).
27

 

2) Syarat Murabahah 

a. Penjual memberi tahu biaya modal kepada nasabah 

b. Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang 

ditetapkan 

c. Kontrak harus bebas dari riba 

d. Penjual harus membebasakan kepada pembeli bila terjadi 

cacat atas barang sesudah pembelian 
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e. Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan 

dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan 

secara utang.
28

 

Mekanisme pembiayaan murabahah ini meliputi: 

a. Anggota mengajukan secara rinci kebutuhan barang yang akan dibeli. 

Rincian barang-barang tersebut berupa jenis, merk, tahun pembuatan, 

warna, ukuran, bentuk, sampai pada tempat pembelian. Semakin terinci 

akan smakin baik,. 

b. KJKS bersama anggota yang membutuhkan akan melihat dengan pasti 

tentang barang yang dimaksud. 

c. KJKS akan membeli barang tersebut kepada suplier, dengan harga pokok 

yang diketahui kedua belah pihak 

d. KJKS kemudian akan menjual kembali barang tersebut kepada anggota 

yang membutuhkan seharga pembelian pokok ditambah keuntungan  

(margin) yang disepakati 

e. Jika kondisi tidak memungkinkan bagi KJKS untuk membeli terlebih 

dahulubarang tersebut, maka KJKS akan memberikan kuasa kepada 

anggota untuk membeli sendiri kemudian nota pembeliannya 

diberitahukan kepada KJKS. 
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Skema pembiayaan murabahah: 

1. Negoisasidan Persyaratan 

 

                            2. Akad Jual Beli 

                            4. Kirim 

4.Kirim 

3. beli barang  

2. Perhitungan Margin pembiayaan murabahah 

Keuntungan pembiayaan murabahah dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, 

yaitu: 

a. Jumlah pembiayaan 

b. Jangka waktu pembiayaan 

c. Sistem pengembalian, murabahah dengan mengangsur berbeda dengan 

murabahah bayar tangguh 

d. Jumlah biaya yang muncul akibat pembiayaan tersebut 

e. Tingkat persaingan harga di pasar, baik dengan lembaga keuangan sejenis 

maupun konvensional 

f. Karna sifatnya jual beli maka standar keuntungannya tidak terbatas 

 

 

Kopsyah Anggota 

Unit Sektor Riil 

Kopsyah 
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Contoh:  

Pembiayaan untuk pengadaan sepeda motor honda supra X. Harga didealer 

on road senilai 10.000.000 dengan jangka waktu satu tahun, dan settelah 

negoisasi. KJKS menetapkan keuntungan sbesar Rp 2.000.000. 

1. Total pembiayaan = Rp 10.000.000+Rp 2.000.000= Rp 12.000.000 

2. Angsuran pokok = Rp 10.000.000 : 12 = Rp 833.350 

3. Angsuran keuntungan = Rp 2.000.000 : 12 = Rp 166.675 

4. Tabungan wajib = Rp 10.000.000
29

 

4. Analisa pembiayaan   

Analisa pembiayaan adalah suatu langkah (tahapan) pemberian 

pembiayaan untuk mengetahui kelayakan permohonan pembiayaan, 

kemampuan, kelancaran dan kesanggupan yang bersangkutan untuk melunasi 

kewajibannya, serta risiko yang terkait dan yang mungkin timbul sehubungan 

dengan pemberian pembiayaan tersebut.
30

 

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam analisis pembiayaan di KJKS 

adalah sebagai berikut: 

Pendekatan analisis pembiayaan 

Ada beberapa pendekatan analisis pembiayaan yang dapat diterapkan oleh para 

pengelola KJKS dalam kaitannya dengan pembiayaan yang akan dilakukan, 

yaitu: 
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1. Pendekatan jaminan, artinya bank dalam memberikan pembiayaan selalu 

memperhatikan kuantitas dan kualitas jaminan yang dimiliki oleh 

peminjam. 

2. Pendekatan karakter, artinya KJKS mencermati secara sungguh-sungguh 

terkait dengan karakter nasabah.  

3. Pedekatan kemampuan pelunasan, artinya KJKS menganalisis kemampuan 

nasabah untuk melunasi jumlah pembiayaan yang tewlah di ambil. 

4. Pendekatan dengan studi kelayakan, artinya KJKS memperhatikan 

kelayakan usaha yang dijalankan oleh nasabah peminjam 

5. Pendekatan fungsi-fungsi KJKS, artinya KJKS memperhatikan fungsinya 

sebagai lembaga intermediery keuangan, yaitu mengatur mekanisme dana 

yang dikumpulkan dengan dana yang di salurkan. 

Sebelum pembiayaan diberikan maka pemberi pembiayaan harus merasa 

yakin bahwa pembiayaan yang di berikan dapat kembali sesuai dengan 

ketentuan yang telah disepakati. Oleh karena itu maka sebelum pembiayaan 

diberikan kepada calon anggota maka harus dilakukan analisis pembiayaan. 

Dalam melakukan penilaian kriteria-kriteria serta aspek penilaiannya hampir 

dilakukan oleh semua bank. Biasanya yang menjadi kriteria penilaian yang 

umumnya dan harus dilakukan oleh bank adalah dilakukan dengan analisis 5c 

Prinsip analisis pembiayaan 

 Prinsip analisis pembiayaan didasarkan pada rumus 5c yaitu:  

1. Character, artinya sifat atau karakter anggota pengambil pinjaman. 
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2. Capacity, artinya kemampuan nasabah anggota untuk menjalankan usaha 

dan mengembalikan pinjaman yang diambil.  

3. Capital, artinya besarnya modal yang diperlukan peminjam  

4. Colateral, artinya jaminan yang telah dimiliki yang diberikan peminjam 

kepada KJKS 

5. Condition, artinya keadaan usaha atau nasabah prospek atau tidak  

Prinsip 5C tersebut, terkadang di tambahkan dengan 1C yaitu Constraint 

artinya hambatan-hambatan yang mungkin mengganggu proses usaha. 

Tujuan analisis pembiayaan,  

Analisis pembiayaan memiliki dua tujuan yaitu: Tujuan umum dan tujuan 

khusus. 

Tujuan umum analisa pembiyaan adalah pemenuhan jasa pelayanan 

terhadap kebutuhan masyarakat dalam rangka mendorong dan melancarkan 

perdagangan, produksi, jasa-jasa, bahkan konsumsi yang kesemuanya 

ditujukan untuk meningkatakan taraf hidup masyarakat.  

 Sedangkan tujuan khusus analisa pembiayaan adalah: 

1. Untuk menilai kelayakan usaha calon peminjam 

2. Untuk menekan resiko akibat tidak terbayarnya pembiayaan 

3. Untuk menghitung kebutuhan pembiayaan yang layak.
31

 

 Analisa pembiayaan mempunyai berbagai macam fungsi antara lain 

sebagai dokumen utama yang menyajikan penilaian kelayakan suatu 

permohonan pembiayaan termasuk mengenai kelayakan usaha dan kegiatan 
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pemohon pembiayaan, atau sebagai dokumen bagi pemutus pembiayaan atau 

pemeriksa pembiayaan dalam memberikan suatu keputusan, atau mengetahui 

risiko yang mungkin terjadi agar nantinya dapat diatasi.    

Alat Analisis Kredit meliputi: 

a. Analisis Kuantitatif 

1. Realisasi pembelian, produksi, penjualan 

2. Rencana pembelian, produksi, penjualan 

3. Analisis ratio 

4. Peroyeksi arus kas 

5. Capital budgeting  

b. Analisis Kualitatif 

1. Organisasi dan manajemen 

2. Legalitas badan usaha/badan hukum 

3. Pemasaran  

4. Kebijaksanaan pemerintah 

5. Manfaat proyek/ usaha 

6. Kesempatan kerja 

7. Potensi pesaing 

8. Barang pengganti
32
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4. Studi Kasus Pembiayaan Murabahah 

Studi kasus 1: 

Pak Amin membutuhkan sebuah mesin fotokopi pada tanggal 1 Mei 2002 

dengan spesifikasi merk xerok dan memiliki kemampuan yang cukup baik. 

Untuk membeli mesin ini secara tunai, Pak Amin harus menyediakan dana 

sebesar Rp 80.000.000,-. Melihat kondisi keuangannya, Pak Amin 

mengalami kesulitan untuk melakukan pembelian secara tunai. Pak Amin 

hanya memiliki kemampuan keuangan Rp8.000.000,-  perbulan untuk mesin 

tersebut.  

Untuk memecahkan masalah ini Pak Amin mendatangi sebuah Koperasi 

Jasa Keuangan Syariah (KJKS) untuk meminta pembiayaan, dengan 

memaparkan kondisi keuangannya.  

Analisis KJKS:  

Berikut adalah analisis KJKS  dalam memberikan pembiayaan  dengan 

memperhitungkan kebutuhan dan kemampuan finansial/keuangan calon 

anggota serta reqired rate of profi t(sebesar 20%) 

a. Harga barang ari pemasok   : Rp 80.000.000,- 

b. Kemampuan keuangan calon anggota/bulan :Rp   8.000.000, 

c. Reqired rate of profit (20%)   : Rp 16.000.000,- 

d. Harga jual kepada calon anggota   : Rp   8.000.000,- 

   +Rp 16.000.000,- 

     Rp 96.000.000,- 

Periode pembiayaan   :12 bulan(=360 hari)
33
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Dengan analisis tersebut maka bentuk pembiayaan yang diberikan oleh 

KJKS kepada Pak Amin adalah: Pembiayaan Murabahah, harga jual Rp 

96.000.000,-360 hari, angsuran Rp 8.000.000,-/bulan 

Studi kasus 2: 

Bu Ani anggota Koperasi Syariah Mulia Sejahtera, dia bermaksud 

membeli sebuah kompor gas besar dan mengajukan pembiayaan kepada 

koperasi syariah dengan mengisi form permohonan dan memenuhi segala 

persyaratan yang dibutuhkan. Kopersai syariah membeli kompor gas yang 

dimaksud pada unit sektor riil  koperasi syariah seharga Rp 500.000,- dan 

menjual kepada Bu Ani sesuai kesepakatan dengan harga Rp 600.000,- yang 

akan diangsur selama 100 hari denagn nilai angsuran perhari sebesar Rp 

6.000,-. Setelah mnandatangani akad perjanjian koperasi syariah meminta 

unit sektor rill untuk mengirim kompor gas tersebut kepada bu Ani. 
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BAB III 

GAMBARAN UMUM KJKS BINAMA 

 

A. Profil KJKS BINAMA 

1. Latar Belakang Pendirian 

       KJKS BINAMA (Koperasi Jasa Keuangan Syariah BINA NIAGA 

UTAMA) adalah lembaga keuangan berbadan hukum koperasi yang 

bergerak dibidang jasa keuangan syariah, yaitu melayani anggota dan 

calon anggota akan kebutuhan produk pendanaan pembiayaan syariah 

dengan mengacu pada proses pembangunan ekonomi kerakyatan. 

      Pendirian KJKS BINAMA dirintis oleh para aktivis muda 

didukung para tokoh masyarakat, didasarkan pada pemikiran bahwa 

masih jarang lembaga keuangan yang mengakses masyarakat bawah 

yang bertujuan untuk pertumbuhan atau pemberdayaan usaha kecil. 

 Pada tanggal 18 Agustus 1993, secara resmi berdirilah Koperasi 

Serba Usaha (KSU) BINAMA. Melalui perubahan Anggaran Dasar I 

pada tahun 1996, disahkan Badan Hukum KSU BINAMA dengan 

nomor:1210A/BH/PAD/KWK.11/X/96. Selanjutnya menyesuaikan 

ketentuan Keputusan Menteri Negara Koperasi dan UKM RI dilakukan 

Perubahan Anggaran Dasar tahun 2010 yang telah disahkan oleh Surat 

Keputusan Gubernur Jawa Tengah tanggal 29 Juni 2010, diantaranya 

penggantian istilah menjadi KJKS BINAMA 
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2. Visi, Misi, Nilai Dasar 

a. Visi 

“Menjadi lembaga keuangan syariah yang mempunyai nilai 

strategis untuk pengembangan ekonomi masyarakat.” 

b. Misi  

Mewujudkan KJKS BINAMA yang: 

1) Sehat, yakni mempunyai skor penilaian kesehatan > 81. 

2) Berkembang, yakni selalu mengalami pertumbuhan asset dari 

tahun ke tahun. 

3) Profesional dengan mutu pelayanan yang baik, yakni 

mempunyai SDM yang profesional yang dapat memberikan 

kualitas pelayanan yang terbaik  dengan didukung performa 

kantor dan sarana prasarana yang baik. 

4) Memiliki risiko usaha yang minimal, yakni kemampuan 

meminimalisasikan risiko-risiko yang ada dalam lembaga 

keuangan sehingga tidak terjadi kerugian. 

5) Tingkat pengembalian yang maksimal, yakni mampu 

mengoptimalkan return investasi baik dalam simpanan maupun 

permodalan. 

6) Memberi kontribusi dalam pengembangan ekonomi dan 

kesejahteraan masyarakat, yakni diukur dari jumlah orang yang 

memperoleh manfaat dari KJKS BINAM secara ekonomis baik 

langsung maupun tidak langsung.    
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c. Nilai-nilai Dasar Sumber Daya Insani 

KJKS BINAMA diunggulkan dengan adanya online sistem, yang 

memungkinkan para anggota dapat melakukan transaksi diseluruh 

kantor pelayanan KJKS BINAMA. Kehandalan online sistem ini 

juga didukung dengan Sumber Daya Insani yang profesional dan 

mengedepankan nilai-nilai dasar Sumber Daya Insani (SIFAT) 

berikut: 

1) Shidiq (Benar) 

2) Istiqomah (Tekun) 

3) Fastabiqul Khairat (Berlomba dalam Kebaikan) 

4) Amanah (Dapat Dipercaya) 

5) Ta’awun (Kerjasama) 

3. Manajamen dan Personalia 

       KJKS BINAMA dikelola dengan manajemen profesional, yakni 

dikelola secara sistemik, baik dalam pengambilan keputusan maupun 

operasional yang dirumuskan dalam ketentuan yang baku dalam 

Sistem dan Prosedur (SOP). Didukung dengan sistem komputerisasi 

baik dalam sistem akuntansi, penyimpanan dan penyaluran 

pembiayaan. Hal ini memungkinkan untuk memberikan pelayanan 

yang lebih profesional dan akurat. Sistem ini telah dilakukan diseluruh 

kantor pelayanan KJKS BINAMA. Selain itu sistem komputerisasi ini 

semakin meningkatkan performa, kecepatan dan ketelitian dalm 

penyajian data kepada para anggota. 
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 KJKS BINAMA dikelola secara profesional oleh 65 orang yanng 

masing-masing menguasai pada bidangnya yang berkualifikasi 

pendidikan mulai dari SLTA, D3, Sarjana dan Pasca Sarjana. Setelah 

itu masing-masing personal diterima dengan sistem seleksi yang ketat 

dan telah dilatih secara internal maupun eksternal sesuai bidang tugas 

masing-masing.   

SUSUNAN PENGURUS DAN MANAJEMEN  

a. Pengurus  

Ketua     : Agus Mubarok, SE 

Sekretaris    :Moh Effendi Yulistantyo, SE 

Bendahara    : Sri Nawatmi, SE., M.Si 

b. Manajemen KJKS 

Direktur    : Kartiko Adi Wibowo,  

                                                 SE., M.Si 

Head of Operation Department : Diah Fajar Astuti, SE 

Head of Financing Department : Ida Panca Sriani, SE 

Head of Recoll Department  : Tur Priyono, SPd 

Kepala Cabang Semarang Tlogosari  : Nindyo Wahyono, SE 

Kepala Cabang Kaliwungu  : Umbara Ranuaji, SE 

Kepala Cabang Weleri  : Waskitho Budi Hayu, SEI 

Kepala Cabang Ungaran  : Irawan, SE 

Kepala Cabang Batang  : M. Mudrik Tanthowi, SE 

Kepala Cabang Ngaliyan  : Danang Widjanarko, SE 
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Kepala Cabang Magelang  : Adi Prabowo, SE 

Struktur organisasi Pengurus di KJKS BINAMA cabang 

Ungaran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Sistem dan Produk KJKS BINAMA Cabang Ungaran 

Sistem yang digunakan oleh KJKS BINAMA Cabang Ungaran baik dalam 

produk funding (simpanan) maupun lending (pembiayaan) adalah dengan 

sistem syariah (bagi hasil). 

1. Produk Pengerahan Dana 

Produk Pengerahan Dana terdiri dari beberapa jenis simpanan, 

antara lain: 

 

Irawan, SE 

(Kepala Cabang) 

Nur Hadi 

(Account Officer) 

Nur Hamidah 

(Teller) 

Amiratus S 

(Admin/CS 1) 

Ummi Ihwati 

(Admin/CS 2) 

Awaluddin 

(Marketing 

Funding) 

Pujiyanta 

(Marketing 

Lending) 
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a. SIRELA – Simpanan Sukarela Lancar 

Yaitu simpanan mudharabah yang penarikan dan penyetorannya 

dapat dilakukan setiap saat. Bagi hasil keuntungan diberikan setiap 

bulan atas saldo rata-rata harian dan langsung menambahkan 

simpanan tersebut. 

Keutamaan: 

1) Penyetoran dan penarikan dapat dilakukan sewaktu-waktu 

2) Dapat dijadikan jaminan pembiayaan  

3) Layanan jemput bola oleh petugas ke tempat tujuan 

4) Bebas biaya administrasi bulanan 

5) Nisbah bagi hasil = 28%:72% 

b. TASAQUR –Tabungan Persiapan Qurban 

Adalah produk yang merujuk pada konsep wadiah. Tujuan pokok 

tabungan ini adalah sebagai sarana untuk para anggota 

mempersiapkan dana untuk ibadah Qurban. Proses pencairan hanya 

dapat dilakukan sekali dalam periode satu tahun hijriah. 

Keutamaan: 

1) Penyetoran dapat dilakukan sewaktu-waktu 

2) Penarikan simpanan dilakukan secara periodik satu tahun 

sekali yaitu pada bulan Dzulhijah 

3) Peruntukan khusus sebagai dana untuk melaksanakan 

ibadah qurban 
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4) Dilengkapi layanan jemput bola, untuk kemudahan 

transaksi baik setoran maupun penarikan diantar langsung 

oleh petugas ketempat tujuan 

5) Nisbah bagi hasil = 28%:72% 

6) Bebas biaya administrasi bulanan 

c. SISUKA – Simpanan Sukarela Berjangka 

Yaitu produk yang berguna untuk investasi jangka panjang, dengan 

jangka waktu yang beragam yaitu 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan 

Keutamaan: 

1) Sebagai sarana investai jangka panjang 

2) Dapat dijadikan jaminan pembiayaan di KJKS BINAMA 

3) Dilengkapi layanan jemput bola untuk kemudahan transaksi 

baik setoran maupun penarikan diantar langsung oleh 

petugas ketempat tujuan 

4) Jangka waktu beragam dan bagi hasil yang kompetitif serta 

menguntungkan: 

3 bulan   = 45%:55% 

6 bulan    = 50%:50% 

12 bulan = 55%:45% 

d. SiApHAJI – Simpanan Persiapan Haji 

Yaitu produk yang dikhususkan sebagai simpanan untuk persiapan 

dana ibadah Haji. Penarikan simpanan ini hanya dapat dilakukan 

untuk melunasi Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji. 
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Keutamaan: 

1) Penyetoran dapat dilakukan sewaktu-waktu 

2) Peruntukannya khusus sebagai dana untuk melaksanakan 

ibadah Haji 

3) Dilengkapi dengan layanan jemput bola, untuk kemudahan 

transaksi setoran yang akan langsung diambil oleh petugas 

ketempat tujuan 

4) Nisbah bagi hasil = 28%:72% 

5) Bebas biaya administrasi bulanan 

6) Tidak dapt dicairkan kecuali untuk melunasi Biaya 

Penyelenggaraan Ibadah Haji/Umroh 

7)  Saldo minimal untuk didaftarkan ke SISKOHAT Rp 

25.000.000 atau sesuai ketentuan DEPAG 

e. TARBIAH – Tabungan Arisan Berhadiah 

Didasarkan atas akad mudharabah. Produk ini merupakan produk 

kombinasi dari sistem arisan dan tabungan dengan spesifikasi pada 

perolehan arisan, dimana setiap pesertanya yang keluar nomor 

rekeningnya saat diundi maka ia tidak memiliki kewajiban untuk 

menyetor lagi pada bulan berikutnya. Keuntungan produk ini 

dalam pengembangan ekonomi umat adalah perputaran dananya 

yang jangka panjang. 

Keutamaan: 
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1) Setiap rekening yang keluar pada saat pembukaan arisan 

berhak mendapatkan hadiah-hadiah berupa uang maupun 

barang  

2) Bilanomor rekening anggota keluar saat pembukaan arisan 

dan berhak atas dana arisan, anggota tidak perlu membayar 

setoran lagi, karena kelebihan uang dari saldo TARBIAH 

adalah hadiah dari KJKS BINAMA. Dan anggota masih 

berkesempatan memperoleh hadiah istimewa dan hadiah 

hiburan 

3) Anggota dapat mempunyai lebih dari satu rekening 

TARBIAH, sehingga mendapatkan hadiah lebih besar 

4) Dapat menjadikan simpanan jangka panjang yang aman, 

karena pencairan TARBIAH hanya dapat dilakukan pada 

saat jatuh tempo 

5) Dilengkapi dengan layanan jemput bola, untuk kemudahan 

transaksi baik setoran maupun penarikan diantar langsung 

f. Sertifikat Modal Penyertaan 

Yaitu sertifikat tanda pemilikan penyertaan dana bernominal Rp 

250.000.000,00 yang akan mendapat bagi hasil atas laba tahunan 

KJKS BINAMA 

g. Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib 

Merupakan dana modal atas keanggotaan di tingkat koperasi. 

Penempatan dana ini memiliki akad musyarakah (penyertaan) yang 
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berlaku atasnya segala ketentuan dan risiko penempatan modal 

pada koperasi. 

2. Produk Penyaluran Dana  

Berdasarkan Lampiran Surat Keputusan Nomor: 03/KJKS 

BINAMA/SK/II/14 tentang Jenis dan Produk KJKS BINAMA. 

Adapun produk penyaluran dana berupa jenis pembiayaan yang 

keperuntukannya untuk konsumtif adalah sebagai berikut: 

a. GriyaIdaman 

Yaitu pembiayaan kepada anggota untuk kepemilikan rumah baru 

maupun second berupa rumah tinggal/ apartemen/ ruko. 

Akad   : Murabahah 

Plafond Pembiayaan  : 10 juta sampai dengan 1 Milyar 

Jangka Waktu  : 1 sampai dengan 120 bulan 

Keunggulan  : 

1) Membantu memenuhi kebutuhan investasi 

2) Proses cepat dengan persyaratan yang mudah 

3) Jumlah angsuran tidak akan berubah selama masa 

perjanjian 

4) Bebas penalty untuk pelunasan sebelum jatuh tempo 

b. Kepemilikan Tanah (KpT) 

Yaitu pembiayaan kepada anggota untuk kepemilikan tanah yang 

keperuntukannya bersifat konsumtif yang berupa pembelian Tanah 

Kavling 
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Akad   : Murabahah 

Plafond Pembiayaan  : 10 juta sampai dengan 300 juta 

Jangka Waktu  : 1 bulan sampai dengan 60 bulan 

Keunggulan  :  

1) Membantu memenuhi kebutuhan investasi  

2) Proses cepat 

3) Persyaratan mudah 

4) Jumlah angsuran tidak akan berubah selama masa 

perjanjian 

5) Bebas finalty untuk pelunasan sebelum jatuh tempo 

c. Barang Modal Kerja 

Yaitu pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan modal kerja seperti 

(1) peningkatan produksi, baik secara kuantitatif, yaitu jumlah hasil 

produksi maupun secara kualitatif, yaitu peningkatan kualitas atau 

mutu hasil produksi; dan (2) untuk keperluan perdagangan atau 

peningkatan jumlah (utility of place) dari suatu barang. 

Akad   : Murabahah dan Mudharabah 

Plafon Pembiayaan : 1 juta sampai dengan 1 Milyar 

Jangka Waktu  : 1 bulan sampai dengan 60 bulan 

Keunggulan  :  

1) Proses lebih cepat 

2) Persyaratan mudah 
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3) Jumlah angsuran tidak akan berubah selama masa 

perjanjian 

4) Plafon pembiayaan 80% dari harga jaminan  

5) Bebas finalty untuk pelunasan sebelum jatuh tempo 

6) Sebagai jaminan adalah fixed asset ataupun kendaraan 

bermotor 

d. Kepemilikan Kendaraan Bermotor (Kp KB) 

1. Mobil  

Yaitu pembiayaan kepada anggota untuk pembelian kendaraan 

jenis mobil baik baru maupun second 

Akad    : Murabahah 

Plafon Peembiayaan : maksimal sampai dengan 600 juta 

Jangka Waktu  : 1 bulan sampai dengan 6 bulan 

Keunggulan  : 

1) Proses cepat 

2) Persyaratan mudah 

3) Jumlah angsuran tidak akan berubah selama masa 

perjanjian  

4) Fleksibel untuk pembelian mobil baru maupun second 

5) Bebas finalty untuk pelunasan sebelum jatuh tempo 

2. Motor  

Yaitu pembiayaan kepada anggota untuk pembelian kendaraan 

jenis motor baik baru maupun second 
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Akad    : Murabahah 

Plafon Pembiayaan : Maksimal sampai dengan 25 juta 

Jangka Waktu  : 1 bulan sampai dengan 48 bulan 

Keunggulan  :  

1) Proses lebih cepat 

2) Persyaratan mudah 

3) Jumlah angsuran tidak akan berubah selama masa 

perjanjian 

4) Fleksibel untuk pembelian kendaraan baik baru 

maupun second 

5) Bebas finalty untuk pelunasan sebelum jatuh tempo 

e. Multijasa 

Yaitu pembiayaan yang bersifat konsumtif kepada anggota untuk 

pembelian kebutuhan barang dan jasa, seperti biaya kesehatan, 

biaya pendidikan, biaya pernikahan, biaya umroh dan jasa lainnya 

yang halal. 

Akad   : Ijarah Multijasa  

Plafon Pembiayaan : Sampai dengan 60 bulan 

Keunggulan  : 

1) Proses lebih cepat 

2) Persyaratan mudah 

3) Jumlah angsuran tidak akan berubah selama masa 

perjanjian 
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4) Plafon Pembiayaan 80% dari harga jaminan 

5) Bebas finalty untuk pelunasan sebelum jatuh tempo 

6) Sebagai jaminan adalah fixed asset ataupun kendaraan 

bermotor 

f. Serba-serbi  

Yaitu pembiayaan bersifat konsumtif yang diberikan kepada 

anggota untuk berbagai keperluan seperti renovasi ruma, beli 

laptop, beli hp, beli mebel, dll. 

Akad   : Murabahah 

Plafon Pembiayaan : Sampai dengan 100 juta 

Jangka Waktu  : 12 bulan sampai dengan 60 bulan 

Keunggulan  : 

1) Proses ceepat 

2) Persyaratan mudah 

3) Jumlah angsuran tidak akan berubah selama masa 

perjanjian 

4) Plafon pembiayaan 80% dari harga jaminan  

5) Bebas finalty ntuk pelunasan sebelumjatuh tempo 

6) Sebagai jaminan adalah fixed asset ataupun kendaraan 

bermotor 

g. Karyawan BINAMA 

Yaitu pembiayaan bersifat konsumtif yang diberikan kepada 

karyawan BINAMA untuk berbagai keperluan 



48 
 

 
 

Akad   : Murabahah 

Plafon Pembiayaan : 1 juta sampai dengan 100 juta 

Jangka Waktu  : 12 bulan sampai dengan 120 bulan 

C. Bidang Garap 

Bidang garap KJKS BINAMA adalah pengembangan usaha kecil dengan 

mengacu pada proses pembangunan ekonomi kerakyatan. Pengembangan 

usaha kecil ini ditempuh melalui kegiatan: 

a. Pengerahan Dana 

Sebagai lembaga yang membina usaha kecil dan menengah maka 

KJKS BINAMA berupaya memacu anggotanya untuk menabung. 

Tujuan utamanya konsep ini adalah agar perilaku para mitranya 

terhadap keuangan juga akan tercapai pula proses revolivingfund 

diantara para mitranya.  

Dengan cara tersebut kelangsungan pendanaan KJKS BINAMA 

dapat terjamin dan saling tolong-menolong antar anggota. Anggota 

yang danaya masih idle (menganggur) dapat dimanfaatkan oleh 

mitra yang lain dengan media perantara KJKS BINAMA. Dalam 

hal ini KJKS BINAMA sebagai sarana untuk menjembatani usaha-

usaha kecil yang membutuhkan dana terhadap para pemilik dana 

yang belum termanfaatkan 

b. Pemberian Pembiayaan 

Pengembangan usaha kecil melalui pemberian pembiayaan ini 

bertujuan untuk memberi jalan keluar bagi para pengusaha binaan 
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KJKS BINAMA yang kesulitan memperoleh tambahan modal 

sendiri atau berhadapan dengan kesulitan-kesulitan administrasi 

perbankan dan besarnya bunga pinjaman dari pihak lain. 

Dengan diberikannya pinjaman dana maka diharapkan dapat 

meningkatkan investasi mereka atau meningkatkan volume usaha 

mereka. 

c. Memberi Konsultasi Usaha dan Manajemen 

Untuk meningkatkan usaha para  binaan, KJKS BINAMA 

melakukan konsultasi usaha dan mananjemen, konsultasi ini 

berupaya untuk memberi jalan keluar bagi problem-problem 

mereka dalam menjalankan usaha khususnya meliputi persoalan 

manajemen dan keuangan.  

Kegiatan ini disamping sebagai sarana pembinaan juga sebagai 

media monitoring atas pemberian pembiayaan sehingga akan 

terkontrol dengan efektif.
34

 

Pengajuan pembiayaan di KJKS BINAMA juga harus melengkapi 

syarat-syarat aministratif sebagai berikut: 

1. Fc KTP Suami-istri 

2. Fc Kartu Keluarga 

3. Surat Nikah (untuk yang sudah menikah) 

4. Rekening listrik, telp, PAM 

5. Fc Rekening tabungan 3 bulan terakhir 

                                                           
3434

 Company Profil KJKS BINAMA 
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6. Slip gaji 3 bulan terakhir 

7. Fc BPKB dan STNK   

8. Fc Sertifikat, PBB, Akta Jual Beli, STSS 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

1. Mekanisme Analisa Pembiayaan di KJKS BINAMA  

a. Proses pengumpulan data melalui admin oleh calon anggota. Menerima 

berkas permohonan lengkap pembiayaan dari calon anggota merupakan 

bagian yang sangat penting dan harus dilakukan pada saat permulaan 

sekali waktu proses analisis pembiayaan. Karena apabila data yang 

dianalisa tidak benar maka hasil analisanya juga tidak benar. 

Pengumpulan data harus diarahkan pada pengumpulan informasi yang 

lengkap, akurat, dan up to date. Dilakukan secara langsung dan aktif dari 

calon anggota, pihak ketiga dan sumber data lainnya. Data yang 

dikumpulkan dipastikan harus lengkap. 

b. Proses kunjungan lapangan/ survey dengan memperhatikan prinsip 

5C+1S, AO wajib melakukan kunjungan/ on the spot visit ke tempat 

usaha, tempat tinggal, dan lokasi agunan calon anggota. Pelaksanaan 

kunjungan/ on the spot visit  tersebut wajib di foto dan terlihat jelas. AO 

dalam melakukan kunjungan wajib minimal mendapatkan informasi 

sebagai berikut: usaha calon angggota; lama dan pengalaman usaha calon 

anggota, yang menjadi sumber pembayaran; kepemilikan tempat usaha 

dan tempat tinggal calon anggota; tujuan pembiayaan, wajib dilakukan 

verifikasi tujuan pembiayaan calon anggota untuk menghindari side 

streaming (penggunaan pembiayaan yang tidak sesuai); kebutuhan 
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pembiayaan (jumlah pembiayaan, jangka waktu,cara pembayaran, 

agunan, dl); informasi keuangan calon anggota (omset penjualan, harga 

pokok penjualan, biaya usaha, biaya rumah tangga, pendapatan lainnya, 

dll); seluruh hutang dengan tempat lain. 

c. Analisa hasil survey. Setelah mengetahui titik kritis, maka analisa dapat 

dilanjutkan ke setiap aspek calon anggota. Seperti aspek yuridis, aspek 

pemasaran, aspek teknis, dan aspek jaminan 

d. Analisa kualitatif (dengan memperhatikan prinsip 5C+1S) 

Menekankan kepada aspek kemauan dan kemampuan membayar dari 

mitra. Hal ini mencakup karakter atau watak dan komitmen dari calon 

anggota KJKS. 

e. Analisis kuantitatif (dengan memperhatikan prinsip 5C+1S) 

Merupakan analisa untuk menilai kemampuan membayar dari calon 

anggota. 

f. Merekomendasikan analisa hasil survey 

g. Mengkomitekan (membahas hasil rekomendasi) kepada yang pejabat 

berwewenang 

h. Memutuskan hasil komite, kemudian keluar lembar pemutusan 

pembiayaan 

i. Terbit Surat Pemberitahuan Persetujuan Pembiayaan (SP3) kepada calon 

anggota 

j. Jika anggota setuju dengan SP3, maka dilanjutkan ke Akad Pembiayaan 
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2. Penerapan Analisis 5C+1S Pada Pelaksanaan Pembiayaan Murabahah 

di KJKS BINAMA  

 Pembuatan dan penyusunan analisis pembiayaan dalam rangka pemberian 

pembiayaan merupakan salah satu bagian yang sangat penting dalam 

melaksanakan prinsip kehati-hatian pada kegiatan di KJKS BINAMA, guna 

mengetahui kelayakan permohonan pembiayaan dan usahanya, kemampuan 

dan kesanggupan yang bersangkutan melunasi kewajibannya, serta risiko 

yang terkait yang mungkin timbul sehubungan dengan pemberian pinjaman 

tersebut.  

 Dalam proses analisis pembiayaan KJKS BINAMA menggunakan prinsip 

analisis 5C+1S. Realisasinya prinsip 5C+1S ini benar-benar telah diterapkan 

di KJKS BINAMA sebagai acuan/dasar dalam memutuskan kelayakan 

pembiayaan guna menghindari resiko-resiko yang terjadi 

1. Character (watak/kepribadian) 

Character merupakan sifat atau watak seseorang.  Sifat atau watak 

seseorang yang diberikan pembiayaan harus benar-benar dipercaya.  

Dalam hal ini pihak KJKS sebagai pemberi pembiayaan perlu meyakini 

benar bahwa calon anggota benar-benar memiliki reputasi baik artinya 

selalu menepati janji. Character merupakan salah satu faktor yang harus 

dipertimbangkan dalam memutuskan pemberian pembiayaan karena 

merupakan salah satu prinsip yang sangat dominan, serta menyangkut 

aspek kepribadian, sifat atau watak  serta kejujuran dari calon anggota. 

Jika calon anggota memiliki karakter yang tidak baik maka sudah 
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dipastikan calon anggota tidak layak untuk menerima pembiayaan. 

Menurut Pak Nur Hadi Karakter seseorangdapat dilihat dari: 

a. Kebiasaan seseorang 

b. Keturunan  

c. Etika  terhadap kewajiban 

d. Motivasi/ semangat usaha 

e. Keharmonisan keluarga 

f. Aktivitas kemasyarakatan 

g. Aktivitas/ ketaatan beragama 

h. Tempramen  

 Dalam mengidentifikasi karakter calon anggota, KJKS BINAMA 

melakukan wawancara kepada pihak yang bersangkutan, karena 

dengan emenggunakan cara tersebut pihak KJKS bisa melihat karakter 

calon anggota dari cara bertutur kata dan bahasa tubuhnya. Namun 

untuk lebih meyakinkan pihak KJKS dalam mengambil keputusan, 

KJKS juga melakukan cek lingkungan mengenai karakter calon 

anggotaketika melakukan survey yaitu disekitar tempat tinggal calon 

anggota seperti Tetangga calon anggota, ketua RT/RW, orang yang 

dituakan dilingkungan calon anggota dan disekitar tempat usaha calon 

anggota 
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Contoh: 

Aspek Internal: Adi merupakan calon anggota yang berasal dari 

keturunan suku batak cenderung akan memiliki karakter/watak yang 

keras, emosional, dan tempramen 

Aspek Eksternal: Roni adalah seorang pria dewasa yang telah 

menikah dan memiliki dua orang anak. Roni adalah seorang yang aktif 

dalam kegiatan beragama, maka inidikasi awal yang dapat dilihat 

adalah bahwa Roni orang yang sholeh dan dapat dipercaya. 

2. Capacity (kemampuan) 

Capacity atau kemampuan berhubungan langsung dengan karakter calon 

anggota dalam kaitannya kemampuan calon anggota dalam mengangsur 

kewajibannya. Kemampuan calon anggota dalam menjalankan usahanya 

harus diketahui oleh pihak KJKS. Kemampuan usaha akan memberikan 

kejelasan kepada Analis sampai sebatas mana jumlah besar atau kecilnya 

pendapatan seseorang/badan usaha dari waktu ke waktu.  Kemauan dan 

kemampuan adalah dua hal yang saling berhubungan. Jika calon anggota 

mempunyai kemampuan mengangsur namun tidak memiliki kemauan 

adalah percuma. Demikian sebaliknya, apabila calon anggota punya 

kemauan untuk mengangsur tetapi tidak ada kemampuan ya sama saja. 

Seperti yang dijelaskan dalam: 
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Hadits Nabi riwayat jama’ah: 

 ... مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ

“Menunda-nunda (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu 

adalahSuatu kedzaliman...” 

 Kemampuan calon anggota  bisa dinilai dari penghasilan pemohon. 

Misalnya: 

Bila pemohon adalah Karyawan Pabrik, maka kita bisa melihat data dari 

slip gajinya, misal tidak ada slip gaji bisa menggunakan Surat 

Keterangan Penghasilan. Bila pemohonnya adalah tukang bangunan atau 

pekerja proyek maka bisa ditanya berapa pendapatan hariannya. Namun 

apabila pemohon adalah pengusaha bisa dihitung dari omset penjualan/ 

neraca/ pembukuan usaha.  

 Pendapatan seseorang/ pengusaha yang memenuhi kriteria KJKS 

diharapkan pula kelak akan mampu melakukan pembayaran kembali atas 

pinjamannya, pun sebaliknya. 

Guna mencapai fungsi analisa pembiayaan, maka penilaian yang harus 

dilakukan KJKS mencakup berbagai aspek yang terkait.  

Aspek Manajemen 

a. Karakteristik Manajemen 

b. Pengalaman Usaha 

c. Administrasi Usaha 

d. Lama operasi dan rencana usaha 
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Aspek Pemasaran 

a. Tingkat persaingan 

b. Target market 

c. Harga produk 

d. Sistem pembayaran 

e. Sistem distribusi 

Aspek Keuangan 

a. Kemampuan membayar 

b. Ratio keuangan 

Aspek Produksi 

a. Sumber bahan baku 

b. Cara pembelian 

c. Proses produksi 

d. Mesin dan peralatan 

e. Tenaga kerja 

f. Dampak sosial dan lingkungan 

Aspek Yuridis 

a. Kelengkapan dokumen 

b. Kepatuhan regulasi 

3. Capital  

Capital atau modal adalah kekayaan yang dimiliki oleh calon anggota. 

Capital menyangkut kondisi keuangan calon anggota secara riil. Menurut 

Pak Nur Hadi (Account Officer) KJKS BINAMA,dalam mengajukan 
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pembiayaan, modal/ asset (asset bergerak/ tidak bergerak) yang dimiliki 

anggota harus lebih besar dari jumlah pembiayaan yang diajukan. Misal 

jika calon anggota ingin melakJika modal/ asset yang dimiliki anggota 

banyak juga perlu didalami. Misal asetnya mobil maka perlu diketahui 

apakah mobil itu miliknya atau masih tanggungan pihak lain. Mengapa 

KJKS harus mengetahui sampai sejauh itu? Karena untuk mengetahui 

seberapa besar rasio tingkat likuiditas dan solvabilitas serta melihat 

komitmen calon anggota pada usaha yang dijalaninya. Sedangkan 

menurut Pak Irawan (Kepala Cabang) KJKS BINAMA, Bisnis/usaha 

yang memiliki tingkat modal sendiri dengan porsi yang besar berindikasi 

bahwa komitmen pemilik atau pengurus bisnis baik. Namun satu hal 

yang perlu diwaspadai adalah apabila usaha calon anggota pembiayaan 

yang sebagian besar struktur permodalannya berasal dari luar  (bukan 

modal sendiri) maka hal ini akan menimbulkan kerawanan pembiayaan 

bermasalah. 

4. Condition of economy /prospek dan risiko pekerjaan 

Faktor kondisi ekonomi baik mikro/makro merupakan faktor ekstern 

yang secara tidak langsung mempengaruhi usaha calon anggota 

kedepannya. Faktor ekstern adalah faktor yang tidak dapat dikendalikan 

perusahaan. Jika pemohon adalah karyawan maka pendapatan tergantung 

dari perusahaannya. Namun bagi perusahaan aspek ini sangat 

berpengaruh sekali. Karena menyangkut hidup dan matinya perusahaan. 

Di dalam melakukan analisis pembiayaan, data yang harus dievaluasi 
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adalah mengenai siklus bisnis calon anggota yang bersangkutan, 

bagaimana resiko atau prospek kerja atau usahanya kedepan, faktor 

ekstern yang mempengaruhi adalah sebagai berikut: 

a. Kebijakan pemerintah yang tidak menguntungkan swasta, tidak ada 

bisnis yang terlepas dari aspek ini. Setiap peraturan tertentu, selalu 

terdapat konsekuensi tertentu, misalnya kenaikan Bahan Bakar 

Minyak (BBM) yang berpengaruh terhadap kebutuhan pokok 

masyarakat ikut naik. Kemudian penutupan pertambangan urug yang 

sampai saat ini masih belum pulih, itu juga bisa menyebabkan 

terjadinya kredit macet. Solusi yang diterapkan oleh KJKS BINAMA 

adalah dengan musyawarah mufakat atau komunikasi kekeluargaan. 

Supaya tidak masuk ke badan lelang pihak KJKS menyarankan 

kepada anggota bagaimana kalau agunannya kita dijual bersama-sama 

supaya tidak sepihak. Biasanya anggota sudah takut jika ditakut-

takutin bahwa jaminannya akan dilelang. 

b. Kondisi ekonomi, bila ekonomi sedang booming, ia akan menanjak 

Contohnya bisnis properti, mobil, dan lain-lain.Demikianjuga 

sebaliknya bila sedang menurun, bisnisnya juga ikut menurun 

c. Persaingan industri, keadaan persaingan dalam suatu industri 

tergantung pada lima kekuatan persaingan pokok, yaitu masuknya 

pendatang baru, ancaman produk pengganti, kekuatan tawar-menawar 
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pembeli, kekuatan tawar menawar pemasok, dan persaingan diantara 

perusahaan yang ada.`
35

 

5. Collateral (jaminan). 

Collateral adalah barang-barang yang diserahkan calon anggota sebagai 

agunan terhadap pembiayaan yang diterimanya. 

Dari wawancara penulis dengan Kepala Cabang, mengapa perlu meminta 

jaminan? Karena dalam pembiayaan dikenal hukum bahwa dalam 

memberikan pembiayaan harus terdapat dua jalan penyelesaian (way out) 

Jalan 1: Dana Tunai (the first way out of credit is cash) 

Jalan 2: Jaminan (the second way out of credit is cash) 

Artinya jika anggota tidak mampu melunasi hutangnya dengan dana 

tunai maka langkah selanjutnya adalah pengeksekusian agunan/ jaminan. 

Namun KJKS BINAMA  tidak dapat langsung mengambil alih jaminan 

tersebut, tetapi mengambil tangguh atau tenggang waktu untuk mencari 

alternatif lain yang disepakati bersama dengan anggotanya. Menurut Pak 

Nur Hadi (Account Officer) di KJKS BINAMA harus menggunakan 

collateral karena fungsinya sebagai pengganti plafond pembiayaan yang 

di berikan. Intinya jika terjadi wanprestasi bisa dilakukan 

pengeksekusian jaminan.Agunan-agunan yang diperbolehkan di KJKS 

BINAMA adalah sertifikat, BPKB, Cash collateral (Produk 

SIRELA/SISUKA),Sertifikat Modal Penyertaan atau Surat Modal 

Koperasi. Kaitannya dengan jaminan maka perlu aspek legal, fungsinya 

                                                           
35

 Jopie Jusuf, Analisis Kredit untuk Account Officer, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2007, 

h. 251-257 
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apabila terjadi wanprestasi memiliki kekuatan hukum. Yang harus 

diperhatikan menyangkut jaminan adalahStatus Hukum, kondisi agunan, 

dan jenis pengikatan.kebanyakan situasi KJKS berhadapan dengan 

pemohon pembiayaan yang belum dikenal sama sekali.  

Sebelum barang agunan diterima menjadi agunan pembiayaan perlu 

dilakukan penilaian. Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat 

penerimaan agunan adalah nilai agunan (kemungkinan naik turunnya 

harga, tingkat kepastian/ predictable) dankemungkinan penjualan 

agunan/ pencairannya (kecepatan pencairan, pasar/ permintaan, 

penguasaan secara yuridis).  

6. Syariah  

Prinsip syariah diterapkan untuk melihat apakah bidang usaha calon 

anggota pembiayaan tidak bertentangan dengan syariah serta mengkaji 

apakah kebutuhan pembiayaan telah sesuai dengan jenis pembiayaan 

yang berdasarkan prinsip syariah. 

Contoh: ada calon anggota mengajukan pembiayaan untuk membangun/ 

merenovasi tempat karaoke kepada KJKS dengan menggunakan akad 

murabahah, maka walaupun akadnya sah tetapi transaksi ini haram 

karena objek transaksinya haram. 

Dari bahasan antara campuran teori dan praktek diatas maka penulis akan 

memberikan contoh konkret seperti yang penulis ketahui ketika 

melakukan penelitian: 
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Pemohon bekerja sebagai karyawan tetap di PT yang bergerak dibidang 

Otomotif sejak tahun 2013 sampai sekarang. Saat ini pemohon menjabat 

sebagai kepala departemen. Pemohon memiliki simpanan di KJKS 

berupa warkat SISUKA. Pengajuan ini rencana akan digunakan untuk 

pembelian rumah yang beralamat satu komplek perumahan yang 

sekarang ditempati. Pembelian ini dikarenakan pemohon masih sewa atau 

kontrak. Istri pemohon adalah ibu rumah tangga yang mempunyai satu 

anak.  

Dari gambaran tersebut maka penerapan analisisnya adalah: 

1. Analisa character 

Pemohon dikenal baik, ulet, tanggung jawab dan apa adanya, kondisi 

keluarga harmonis tinggal bersama istri dan anaknya. Istri menyetujui 

pembiayaan ini 

2. Analisa Kemampuan Angsur (capacity) 

PENDAPATAN  

Jumlah Penghasilan perbulan (A) ... 

PENGELUARAN  

Jumlah pengeluaran perbulan (B) ... 

Penghasilan bersih perbulan  (C) = 

A-B 

... 

Angsuran di KJKS BINAMA (D) ... 

Sisa penghasilan (E) = C-D ... 

Rencana angsuran ... 
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3. Analisa keuangan & permodalan (capital) 

Sehubungan yang mengajukan pembiayaan adalah perorangan maka 

yang dianalisa adalah: 

a. Kebutuhan pembiayaan 

Pengajuan pembiayaan akan digunakan untuk membeli rumah  

b. Pengembalian pembiayaan 

Merupakan hasil analisa perhitungan pendapatan pemohon 

dari kerjanya. 

4. Analisa Prospek & Resiko Pekerjaan (Kondisi Ekonomi) 

a. Prospek Pekerjaan 

Prospek pekerjaan baik, karena pemohon bekerja sebagai 

karyawan tetap dan berpenghasilan tetap. Kondisi perusahaan 

tempat bekerja berkembang pesat dan sudah besar 

b. Resiko pekerjaan sedang karena pemohon karyawan tetap. 

Persaingan perusahaan tempat bekerja banyak, harga dan kualitas 

kompetitif. Berisiko apabila terjadi PHK dari perusahaan tempat 

bekerja karena merupakan sumber utama penghasilan.  

5. Analisa Jaminan 

a. Sertifikat Hak Milik atas nama pemilik lama 

Nilai NJOP 

Harga pasar : ... 

Harga taksasi : ... 
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b. Warkat SISUKA (Simpanan Sukarela Berjangka) atas nama 

pemohon  
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian serta pembahasan yang telah dikemukakan 

pada bab-bab sebelumnya,  maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Mekanisme AnalisaPembiayaan di KJKS BINAMA  

a. Proses pengumpulan data melalui admin oleh calon anggota. Data 

yang dikumpulkan dipastikan harus lengkap. 

b. Proses kunjungan lapangan/ survey dengan memperhatikan prinsip 

5C+1S. 

c. Analisa hasil survey. 

d. Analisa kualitatif (dengan memperhatikan prinsip 5C+1S) 

Menekankan kepada aspek kemauan dan kemampuan membayar dari 

mitra. Hal ini mencakup karakter atau watak dan komitmen dari calon 

anggota KJKS. 

e. Analisis kuantitatif (dengan memperhatikan prinsip 5C+1S)  

   Merupakan analisa untuk menilai kemampuan membayar dari callon 

anggota. 

f. Merekomendasikan analisa hasil survey 

g. Mengkomitekan (membahas hasil rekomendasi) kepada yang pejabat 

berwewenang 
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h. Memutuskan hasil komite, kemudian keluar lembar pemutusan 

pembiayaan 

i. Jika permohonan pembiayaan diterima, maka Terbit Surat 

Pemberitahuan Persetujuan Pembiayaan (SP3) kepada calon anggota 

j. Jika anggota setuju dengan SP3, maka dilanjutkan ke Akad 

Pembiayaan 

k. Pencairan  

2. Penerapan analisis 5C+1S pada proses pelaksanaan pembiayaan 

murabahah di KJKS BINAMA 

Dalam proses analisa pembiayaan KJKS BINAMA menggunakan prinsip 

analisis 5C+1S, yaitu character, capacity, capital, condition of economy, 

collateral, dan syariah. Prinsip ini benar-benar telah diterapkan sesuai 

kebijakan yang ada. Dari enam prinsip tersebut semua sangatlah penting 

untuk dijadikan acuan dalam menganalisis pembiayan calon anggota. 

Namun diantara prinsip-prinsip tersebut prinsip yang paling dominan 

adalah character. Mengapa? Karena menilai karakter/watak seseorang 

tidak begitu mudah jika yang menilai adalah orang yang belum memiliki 

banyak pengalaman dibidang psikologi. Banyak para anggota antara 

ucapan dan kenyataannya tidak sama.  Maka dari itu diperlukan prinsip 

kehati-hatian didalam menilai karakter calon anggota, yaitu mendalami 

karakter anggota secara maksimal. Kemudian prinsip kedua yang tidak 

kalah penting adalah prinsip jaminan, mengapa? Karena jaminan 

fungsinya adalah sebagai pengganti pembiayaan ketika terjadi 
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wanprestasi (kegagalan membayar pinjaman). Jika tidak ada solusi 

pelunasan maka langkah akhir yang dipakai adalah barang yang 

digunakan sebagai jaminan harus dilelang untuk menghindari kerugian 

pihak KJKS.  

B. Saran/ rekomendasi 

Dengan semakin berkembangnya masyarakat dan tuntutan pelayanan yang 

semakin tinggi, maka lembaga keuangan baik bank maupun non bank sangat 

dibutuhkan masyarakat untuk menunjang kebutuhannya. Untuk itu dari 

penelitian ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi yang positif. Maka 

dari itu penulis menyarankan: 

1. Untuk masyarakat sekarang yang serba praktis, diharapakan KJKS 

BINAMA  mampu menyediakan layanan jasa bagi masyarakat. Baik 

dalam transfer uang, pembayaran rekening listrik, telepon, dll. 

2. Skim jual beli yang menjadi andalan di KJKS BINAMA lebih dikurangi. 

Hal ini dimaksudkan agar pembiayaan dengan sistem bagi hasil dapat 

dikembangkan. 

3. Letak kantor KJKS diharapkan lebih strategis lagi, agar masyarakat 

mengetahui keberadaannya 

C. Penutup  

  Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah yang telah 

melimpahkan Rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat 

menyelesaikan Tugas Akhir ini. Penulis menyadari bahwa Tugas Akhir ini 

masih jauh dari kesempurnaan. Sehingga perlu adanya perbaikan dan 
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pembenahan. Oleh karena itu, penulis dengan rendah hati mengharap saran 

konstruktif demi melengkapi berbagai kekurangan yang ada. Semoga 

karya ini dapat bermanfaat bagi penulis dan masyarakat umumnya. 

Sebagai masukan dan kritikan yang sifatnya membangun dimasa yang 

akan datang. Amin ya rabbal alamin .. 
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